Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan struktur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Mengingat

GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BATEN
NOMOR 96 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

Pemerintah Provinsi Banten;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pemerintah Provinsi Banten;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

6841);

Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

S. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 37);

Nota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi
Banten Nomor 555/218-DKISP.PPID/2023 perihal
Permohonan Perubahan Surat Keputusan Gubernur Banten
Nomor 489.1/Kep.111-Huk/2023 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Provinsi Banten dengan Struktur sebagaimana
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten memiliki tugas dan wewenang
sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, Keputusan
Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.111-Huk/2023 tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Banten.



KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Provinsi Banten.




Lampiran I Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 96 TAHUN 2024
Tanggal : 18 Maret 2024

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Atasan PPID
PPID

PPID Pelaksana :

Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Kepala Dinas Komunikasi, Informastika Statistik dan
Persandian Provinsi Banten.

1. Para Pejabat Esselon III yang membawahkan Tata
Usaha/Umum Kepegawaian pada Perangkat Daerah
Provinsi Banten;

2. Para Kepala Cabang Dinas Se-Provinsi Banten;

Para Kepala UPTD Se-Provinsi Banten;

4. Para Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri
Se-Provinsi Banten.

@

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR




Lampiran II Keputusan Gubernur Banten
Nomor :96 Tahun 2024
Tanggal : 18 Maret 2024

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

A. Atasan PPID
Tugas:

a.

menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;

b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
C.
d. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi

menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;

Informasi dan/atau di Pengadilan,;

melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan
PPID Pelaksana.

Wewenang:

o

B. PPID

menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;

. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;

memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon
Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;

menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses
penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan

. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan

monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan
oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan
Informasi.

Tugas:

a.
b.
c.

menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
mengoordinasikan proses dan penyimpanan, mengonsolidasikan
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen
Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan
Informasi di Badan Publik;

melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk
dipublikasikan;




g.

h.

melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang
akan dikecualikan;

melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar
Informasi Publik;

menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah
diakses oleh publik; dan

melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID
Pelaksana Informasi.

Wewenang:

a.
b.
c.

menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;

menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau
sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi
Publik;

meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan
Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses
publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas
Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan
PPID;

menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan
pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon
termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan
Atasan PPID;

menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan mengelola,
Informasi untuk memelihara, membuat, dan/atau memutakhirkan Daftar
Informasi Publik; dan

menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang
dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

C. PPID Pelaksana
Tugas:

a.

membantu  PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan
kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi
Publik yang telah ditetapkan PPID;

mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan
dan pelayanan Informasi Publik;

mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Badan Publik;
membantu Petugas Pelayanan Informasi di PPID dokumen Informasi
Publik;

melakukan verifikasi membantu membuat, mengelola, memelihara, dan
Informasi Publik; dan

menjamin memutakhirkan ketersediaan Daftar dan akselerasi layanan
Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.




Wewenang:

a.

b.

meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di
Badan Publik;

meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik
dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan

. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen

untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas
Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan
tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan
Informasi Publik ditolak.

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR




